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laporan BUD tidak
dipersoalkan oleh BPK, tapi
kemudian pemeriksaan tiga
tahun itu, saat ini disuruh
bongkar lagi oleh auditor BPK,
alasannya ada yang salah dan
tidak sesuai. “Ini-kan aneh,”

jelasnya lagi.
Namun demikian ujar
Longki, pihaknya terus

berusaha dan memiliki itikad
baik dalam memproses
pengembalian kerugian daerah.
Dia juga berjanji akan
memberikan sanksi tegas
terhadap aparat yang bekerja
dengan mengabaikan aturan.
Untuk sistem pengawasan in-
ternal (SPI), Longki
mengakuinya masih lemah,
sehingga dia berjanji akan
menitipkan hal itu kepada
Wakil ~ Bupati  Parimo
Samsurisal Tombolotutu dan
pihak Inspektorat Daerah
Parimo. “SPI ini akan menjadi
perhatian karena ini tanggung
Jjawab bersama,” jelasnya.
Longki juga menyoroti
pernyataan Kepala Perwakilan
BPK-RI Sulawesi Tengah,
Dadang Gunawan yang
menyebut LKPD Parimo 2010

diterima oleh BPK pada
tanggal 1 April, sehingga tidak
tepat waktu, atau tidak sesuai
dengan UU nomor 1/2004
tentang perbendaharaan negara,
yang menekankan, bahwa
gubernur/bupati/walikota
menyampaikan laporan
keuangannya kepada BPK pal-
ing lambat tiga bulan setelah
tahun anggaran berakhir. “Saya
sudah tekankan agar laporan
keuangan disampaikan ke BPK
paling lambat 31 Maret, tapi
saat bendahara saya ke BPK,
malah orang BPK bilang
dimasukkan saja pada tanggal
1 April,” jelas Longki.
Namun demikian, Longki
mengucapkan terima kasih
kepada pihak BPK yang telah
melakukan  pemeriksaan
terhadap LKPD Kabupaten
Parimo untuk kemudian akan
ditindaklanjuti. Ketua DPRD
Parimo Taufik Borman juga
menckankan agar seluruh

temuan BPK itu dapat
dituntaskan oleh Pemda
Parimo.

Sementara Kepala

Perwakilan BPK-RI Sulawesi
Tengah, Dadang Gunawan
yang hendak dikonfirmasi

terkait pernyataan Bupati
Longki, enggan memberi

+ komentar. Dia menyarankan

wartawan untuk bertanya
kepada Kasubag Hukum dan
Humas, Agustinus Triyonojati.
Agustinus  membantah
pernyataan Longki seputar tiga
tahun laporan BUD tidak
dipersoalkan oleh BPK, tapi
kemudian pemeriksaan tiga
tahun itu, lalu disuruh bongkar
oleh BPK. Kata dia, tim audi-
tor BPK sudah bekerja sesuai
dengan aturan. “Kalau seperti
itu, perlu diklarifikasi dulu ke
bendaharanya (BUD Parimo).
Kalau kita (BPK) dalam
memeriksa itu, ada standarnya.
Setiap auditor mesti dengan
buku panduan,” jelasnya.
Agustinus juga membantah
pernyataan Bupati Longki
tentang ada orang BPK yang
menyampaikan, sebaiknya
LKPD Parimo dimasukan ke
BPK tanggal 1 April. Kata dia,
hal itu perlu diklarifikasi 2
orang BPK yang dimaksud
Bupati Parimo itu. “Setahu
saya, dari Subag hukum dan
humas BPK, tidak pernah
menyampaikan hal itu,”
tandasnya.(fer)
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Sambungan dari hal 1

terdiri atas aset senilai
Rp243,04 miliar, sedangkan
kewajiban senilai Rp77,37
miliar dan LRA sebesar Rp1,02
triliun yang terdiri atas
pendapatan senilai Rp551,65
miliar dan belanja senilai
Rp450,55 miliar. “Jumlah
temuan senilai Rp151,08 miliar
atau 11,43 persen,dari cakupan
pemeriksaan,” ujar Dadang
Gunawan saat memberikan
sambutan.

Pemberian opini Disclaimer
ungkap Dadang, karena adanya
pembatasan lingkup

pemeriksaan, di antaranya
penatausahaan kas pada kuasa
BUD Kabupaten Parimo dinilai
belum dilakukan secara tertib
dan terjadi ketekoran kas
sebesar Rp122,83 juta. Selain
itu, sisa UP/TUP tahun 2008
dan 2009 belum disetor ke kas
daerah sebesar Rp676.49 juta
yang secara fisik tidak dalam
penguasaan bendahara di
masing-masing SKPD.

Beberapa hal lainnya yang
membuat LKPD Kabupaten
Parimo mendapat Disclaimer
karena panjar dari RKUD tanpa
melalui mekanisme
pengeluaran sesuai ketentuan
dan masih terdapat sisa panjar
tahun 2006-2010 yang belum
dikembalikan ke kas daerah
sebesar Rp3,67 miliar. Ada pula
investasi jangka pendek berupa
deposito berjangka pada PT
Bank Sulteng dipergunakan
sebagai jaminan kredit us
mikro dan telah direalisasikan
minimal sebesar Rp2,50 miliar
oleh PT Bank Sulteng karena
kredit yang dijamin termasuk
kategori kredit macet.

Hal lainnya, adalah penyajian
nilai persediaan pada neraca per
31 Desember 2010 tidak
berdasarkan stock opname

barang-barang persediaan per
31 Desember 2010 dan belum
mencakup seluruh barang

persediaan yang masih dimiliki
oleh SKPD.
BPK juga menilai,

pengelolaan dana bergulir
KUKM tidak dilaksanakan
secara tertib. Sebab masih
terdapat sisa tunggakan atas
pokok dan jasa pinjaman per 31
Desember 2010 sebesar
Rp195,24 juta dan penarikan
pengembalian dana bergulir
pada rekening penampung
tidak dapat dijelaskan sebesar
Rp55,14 juta.

Sementara penyajian nilai
investasi permanen pada
Perusahaan Daerah (PD) Parigi
Moutong juga dinilai tidak
sesuai prosedural, dimana
dalam neraca per 31 Desember
2010 disajikan sebesar Rp2,49
nmiliar, sedangkan dalam neraca
per. 31 Desember 2010, PD
Parigi Moutong menyajikan
nilai penyertaan modal Pemda
Kabupaten Parimo sebesar Rp2
miliar atau terdapat perbedaan
sebesar Rp490 juta. Selain itu,
penyertaan modal tahun 2010
sebesar Rp500 juta diserahkan
secara tunai tanpa melalui
mekanisme transfer oleh
bendahara pengeluaran
DPPKAD kepada direktur
teknik/operasional PD Parigi
Moutong.

Dalam penyajian nilai aset
tetap, BPK juga menemukan
kejanggalan. Pada neraca per
31 Desember 2010 tidak
didukung dengan dokumen
LBMD tahun 2010 dan antara
lain masih mencakup aset tetap
yang telah diserahkan kepada
masyarakat dan tidak mencatat
perolehan aset tetap yang
berasal dari hibah pemerintah
pusat dan Pemerintah Provinsi
Sulteng minimal sebesar
Rp93,42 miliar.

BPK juga menemukan

adanya PPN/PPh  atas
pelaksanaan kegiatan tahun
2010 belum disetorkan ke kas
negara per 31 Desember 2010
sebesar Rp3,85 miliar dan
laporan penyetoran atas PPN/
PPh tahun 2010 tidak didukung
bukti SSP minimal sebesar
Rp329,94 juta. Untuk pene-
rimaan retribusi pelayanan
kesehatan pada RSUD Anun-
taloko minimal sebesar Rp4,08
miliar, ternyata tidak disetor ke
kas daerah dan dikelola diluar
mekanisme APBD.

Bahkan yang paling janggal,
BPK menemukan adanya gaji
dan tunjangan tahun 2010 yang
masih diberikan kepada PNS
yang sedang menjalani
hukuman pidana dan telah
pensiun, sebesar Rp1,34 miliar.
Opini disclaimer ini juga
diberikan kepada LKPD
Parimo pada tahun 2009,

sehingga tidak terdapat
perbaikan dalam pengelolaan
keuangan.

Walaupun demikian, BPK
menilai, pemda Parimo telah
melakukan upaya perbaikan
yakni penyelesaian kasus yang
mengakibatkan kerugian
negara melalui sidang majelis
tuntutan perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi (TP-TGR).
“CD (compact disc) sidang
majelis TP-TGR Kabupaten
Parimo telah kami perbanyak
dan telah diberikan kepada
seluruh kabupaten/kota di
wilayah Provinsi Sulteng
sebagai bahan percontohan
penyelesaian atas kerugian
daerah,” jelas Bambang.

Hanya saja dalam
penyelesaian kasus, Pemda
Parimo dinilai belum sungguh-
sungguh.  Karena dari
penyelesaian kasus pada
majelis TP-TGR, sejak 2003-
2010 atau sudah delapan tahun,
saldo kerugian daerah masih
sebanyak 144 kasus sebesar

Rp10,39 miliar, dari 214 kasus
tahun 2003 sebesar Rp14,32
miliar. “Yang telah diselesaikan
sebanyak 70 kasus sebesar
Rp2,87 miliar, sedangkan yang
diangsur sebanyak 36 kasus
sebesar Rpl,05 miliar,”
jelasnya.

Saat memberikan sambutan,
Bupati Parimo H Longki
Djanggola mempertanyakan
opini  Disclaimer yang
diberikan kepada LKPD
Kabupaten Parimo. Dia menilai
ada beberapa hal yang terkesan
miskomunikasi antara auditor
BPK dengan bendahara daerah.

Dia mencontohkan, soal
investasi jangka pendek berupa
deposito berjangka pada PT
Bank Sulteng dipergunakan
sebagai jaminan kredit usaha
mikro untuk Masyarakat
Parimo.  “Telah  kami
realisasikan sebesar Rp2,5
miliar. Dana ini untuk rakyat,
jadi tidak ada kesan fiktif.
Silakan pemeriksa dari BPK
menanyakan langsung ke
rakyat Parimo,” jelas Longki.

Bahkan dia menyebut jumlah
masyarakat yang memperoleh
dana itu sudah lebih dari target,
karena antusiasnya warga
menginginkan bantuan kredit

itu.  Tujuannya untuk
menyejahterakan  rakyat
Parimo. “Setiap orang

diberikan senilai Rp2,5 juta,
sementara dana  yang
disediakan sebesar Rp2,5
miliar. Jumlah yang seharusnya
hanya 1.000 orang, tapi yang
kami berikan sudah mencapai
1.180 orang,” jelas Longki.

Longki juga menyebut, ada
kesan tidak konsisten dari
pemeriksa-BPK. Namun dia
ber-positive thinking.
“Mungkin karena pedoman
yang berubah-ubah atau
bagaimana, saya tidak tahu,”
jelas Longki saat dicegat
wartawan.
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Disclaimer

PALU- Pada pengujung tugas
sebagai bupati Parimo, karena
akan segera dilantik sebagai
gubernur Sulteng periode 2011-
2016, H Longki Djanggola
mendapat “rapor merah” dalam
pengelolaan keuangan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Perwakilan Sulawesi
Tengah. Dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kabupaten Parimo tahun
anggaran 2010, yang diserahkan
kemarin (31/5) oleh Kepala
Perwakilan BPK-RI Sulawesi
Tengah, Dadang Gunawan
kepada Bupati Parimo Longki
Djanggola, Pemerintah
Kabupaten Parimo diberikan
opini Tidak Memberikan
Pendapat (TMP) a(au Disclaimer
Opinion.

Berdasarkan hasil LKPD 2010,
ditemukan sebanyak Rp151,08
miliar tak dapat
dipertanggungjawabkan, dari
cakupan pemeriksaan senilai
Rp1,32 triliun meliputi neraca
sebesar Rp320,41 miliar yang

» Baca Rp151 Miliar Hal.6










